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LAMPIRAN

Tabel 2.1 Inventarisasi Bahan Hukum.

No. Sumber Bahan Penelitian Jenis Keterangan
1 | Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bahan Hukum | Sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 33 ayat (3)
Primer dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

2 | Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- | Bahan Hukum | Seluruh ketentuan pasal beserta penjelasanya.
pokok Agraria Primer

3 | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bahan  Hukum | Pasal 22 sebagaimana yang dimaksud berdasarkan

Primer putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021-022/PUU-
V/2007 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4 | Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bahan Hukum | Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 136-147.
Primer

5 | Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas | Bahan ~ Hukum | Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 46 ayat (2),
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan | Primer Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2-4), Pasal 54 ayat
Perundang-undangan (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1 dan 2), Bab XA

mengenai Pemantauan dan Peninjauan, Lampiran |
dan Lampiran |l.

6 | Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, | Bahan Hukum | Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 2-18.

Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah Primer

7 | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, | Bahan Hukum | Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 19-33.
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Primer Terkait dengan pemberian HGU.

8 | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan | Bahan Hukum | Sebagaimana dimaksud berdasarkan paragraf 2-3.
Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara | Primer
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

9 | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021-022/PUU-V/2007 Perihal | Bahan Hukum | Terkait dengan makna pemberian HGU di muka
Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman | Primer sekaligus yang dinilai oleh MK dengan indikator makna
Modal dikuasai negara dan demokrasi ekonomi pada UUD

1945.

10 | Putusan Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 Perihal Pengujian Undang- | Bahan = Hukum | Terkait dengan makna dikuasai negara pada UUD
undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Primer 1945.

11 | Disertasi, yang disusun oleh Romi Librayanto, berjudul Sistem Norma | Bahan = Hukum | Terkait dengan konflik norma, sinkronisasi vertikal dan
Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal: Kajian | Sekunder harmonisasi horizontal.

Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan di
Indonesia, pada Program Studi Doktor llmu Hukum Pascasarjana




Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, di Kota Makassar, Tahun
2016.

12

Seluruh sumber yang berasal dari buku, jurnal, tesis, makalah atau
paper seminar hukum dan sumber daring yang tertera pada daftar
pustaka.

Bahan
Sekunder

Hukum

Terkait aspek-aspek hukum HGU dalam dinamikanya
sebelum dan sesudah diterbitkannya UU Cipta Kerja.




